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ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai hubungan kemitraan inti-plasma yang
dipraktikan oleh petani kelapa sawit Desa Sungai Tapah dan PT. Kalimantan Bina
Permai. Dalam praktiknya, para pihak mengabaikan kewajibannya terhadap pihak
lainnya. Namun, para pihak memiliki alasan atas apa yang dilakukannya.
Berdasarkan hal tersebut, fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini
adalah mengapa para pihak mengabaikan kewajiban terthadap pihak lainnya dan
bagaimana analisis fikih muamalah terhadap tindakan para pihak yang
mengabaikan kewajibannya terhadap pihak lainnya pada hubungan kemitraan inti-
plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi
hukum, dengan menggunakan teori kepatuhan hukum milik Satjipto Rahardjo dan
Achmad Ali, yang didukung dengan teori al-qawaid al-fighiyyah tentang keadaan
darurat. Sedangkan, data yang digunakan dala penelitian ini adalah data empiris.
Dalam mengumpulkan data, metode yang digunakan yaitu : wawancara,
observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari temuan selama penelitian, peneliti menemukan bahwa alasan
dari petani plasma mengabaikan kewajibannya terhadap pihak mitra ialah
dikarenakan rusaknya jalan perkebunan menuju pabrik CPO dan jarak tempuhnya
yang jauh. Sehingga saat sampai di pabrik CPO, hasil panen telah membusuk dan
menyebabkan hasil panen tersebut di kembailkan kepada petani. Kemudian,
alasan dari perusahaan mengabaikan kewajibannya adalah kurangnya alat untuk
memperbaiki jalan dan luasnya area perkebunan menyebabkan banyak lokasi yang
harus diperbaiki, serta jauhnya Desa Sungai Tapah dari jalan utama sehingga
perusahaan kesulitan untuk menjangkau lokasi. Pada kemitraan inti-plasma ini
para pihak tidak mejalankan kewajibannya sebagaimana perjanjian awal telah
bertentangan dengan asas dalam hukum perjanjian syariah. Namun, berdasarkan
kaidah fikih yaitu dimana suatu yang tidak diperbolehkan menjadi boleh
hukummnya dalam kedaan darurat. Dikarenakan, apabila petani plasma menjual
hasil panen kepada perusahaan, maka petani plasma tidak dapat memenuhi
kebutuhan sehari-harinya, karena harus menanggung kerugian karena
pengembalian hasil panen yang telah membusuk tanpa mendapatkan uang dari
hasil panen. Untuk itu, petani plasma berinisiatif menjual hasil panennya kepada
tengkulak atau perusahaan lain yang lebih dekat. Hal ini, diperbolehkan dalam
hukum Islam, sebagaimana kaidah fikih adh-dhararu yuzal.

Kata kunci: Inti plasma, wanprestasi dan fikih muamalah



ABSTRACT

This study discusses the inti plasma partnership relationship practiced by
oil palm farmers in Sungai Tapah Village and PT. Kalimantan Bina Permai. In
practice, the parties ignore their obligations to the other party. However, the
parties have reasons for what they did. Based on this, the focus of the problem
raised in this study is why the parties ignore their obligations to other parties and
how the figh muamalah analysis of the actions of parties who ignore their
obligations to other parties in the inti plasma oil palm plantation partnership
relationship in Sungai Tapah Village, Belitang Hulu District.

This research is a field research with a sociology of law approach, using
the theory of legal compliance belonging to Satjipto Rahardjo and Achmad Alj,
which is supported by the theory of al-Qawaid al-Fighiyyah about emergencies
(darurat). Meanwhile, the data used in this study is empirical data. In collecting
data, themethods used are: interviews, observation, and documentation

As a result of the findings during the research, the researchers found that
the reason the plasma farmers ignore their obligations to partners is due to the
damage to the plantation road to the CPO mill and the long distance. So that when
they arrived at the CPO factory, the crops had rotted and caused the crops to be
returned to the farmers. Then, the reason the company ignores its obligations is
the lack of tools to repair roads and the large plantation area causing many
locations to be repaired, as well as the distance of Sungai Tapah Village from the
main road so that the company finds it difficult to reach the location. In this inti
plasma partnership, the parties do not carry out their obligations as the initial
agreement was contrary to the principles in sharia contract law. However, based
on the rules of figh, something that is not allowed becomes permissible in an
emergency. This is because, if plasma farmers sell their harvests to the company,
plasma farmers cannot fulfill their daily needs, because they have to bear losses
due to returning rotten crops without getting money from their harvests. For this
reason, plasma farmers take the initiative to sell their harvests to middlemen or
other companies that are closer. This is allowed in Islamic law, as is the rule of
figh adh-dhararu yuzal.

Keywords: Inti Plasma, default and figh muamalah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemitraan merupakan salah satu cara menjalankanbisnis dengan
kerjasama untuk meraih keuntungan berdasarkan prinsip saling membutuhkan
dan saling mensejahterakan, yang dilakukan oleh dua pihakmaupun lebih
dalam kurun waktu tertentu.'Pada kompilasi hukum ekonomi syariah,
kemitraan juga dikenal dengan istilah syirkah (musyarakah), yaitu
perkongsiandiantara dua pihak atau lebih pada suatu usaha tertentu dalam hal
keterampilan, modal maupun kepercayaan dengan pembagian keuntungannya
berdasarkan nisbah.? Pada hubungan kemitraan dikenal beberapa pola atau
model kemitraan. Pola kemitraan adalah strategi untuk meningkatkan kinerja
para pelaku bisnis atau pengusaha dalam bisnis yang dijalankannya.?

Melalui kemitraan dengan perusaahaan besar atau menengah,
diharapkan para pelaku usaha kecil mendapatkan bimbingan dan binaan dari
mitranya tersebut sehingga usahanya dapat berkembang dan menjadi pihak
mitra yang mampu mendapatkan keuntungan dan meningkatkan
perekonomiannya. Dengan kata lain pihak-pihak yang bermitra saling tolong-

menolong antara satu sama lain untuk mencapai tujuan mitra, dengan

! Mohammad Jafar Hafsah, Kemitraan Usaha : Konsepsi dan Strategi, (Jakarta : PT.
Pustaka Sinar Harapan, 2000), him. 43

2Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), him. 220

3 Mohammad Jafar Hafsah, Kemitraan Usaha : Konsepsi dan Strategi, him. 43



meningkatkan perekonomian tanpa saling mengekploitasi satu sama lain. Pada
dasarnya tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kemitraan yaitu “win-win
solution partnership”. Saling menguntungakan dalam sebuah kemitraan tidak
berarti para pihak yang bergabung dalam kemitraan diharuskan memiliki
kemampuan dan kekuatan yang sama, namun lebih pada pentingnya kesetaraan
dalam peran yang di emban masing-masing pihak.*

Kemitraan menggunakan pola inti plasma pada bidang agrobinsis
merupakan kerjasama antara dua pihak yaitu pihakplasma dan pihak inti.
Kemitraan dengan pola inti-plasma merupakan kemitraan dengan pola dimana
Usaha Besar memiliki kedudukan sebagai inti, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Usaha Menengah berkedudukan sebagai plasma ataupun sebaiknya, yaitu
Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro dan Usaha Kecil
berkedudukan sebagai plasma.’ Praktik kemitraan ini dapat ditemui di Desa
Sungai Tapah yang terletak di Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau
Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagian besar kawasan hutan di Kabupaten Sekadau kini telah menjadi
perkebunan kelapa sawit dan perusahaan yang bergerak di usaha perkebunan
kelapa sawit di Kabupaten Sekadau berjumlah 22 (dua puluh dua) Perseroan
terbatas. Kabupaten Sekadau dikenal dengan komoditi unggulannya salah

satunya adalah kelapa sawit. Mayoritas penduduknya pun merupakan pekebun

41bid. 63

SPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 13 ayat
(1)dan (2)



atau petani.® Diketahui bahwa luasnya kawasan perkebunan kelapa sawit, di
karenakan masyarakat di Kabupaten Sekadau sebagian besar menyerahkan
atau menyewakan tanah yang dimiliki nya kepada perusahaan untuk dikelola.
Seperti hubungan kemitraan pada usaha perkebunan kelapa sawit antara Petani
kelapa sawit di desa Sungai Tapah dan PT. Lyman Agro Grup, yang
menerapkan sistem bagi hasil lahan dengan rasio 2:8. Dua bagian untuk petani
(kebun plasma) dan delapan bagian untuk perusahaan mitra (kebun inti).”

Awalnya penggarapan tanah milik petani dan pemeliharaan lahan
perkebunan akan dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan, sampai kelapa sawit
siap panen. Petani menyerahkan sepenuhnya pengelolaan lahan pada
perusahaaan. Saat perkebunan kelapa sawit memasuki usia siap panen, maka
perusahaan melakukan pembagian lahan. Setelah melakukan pembagian lahan
perkebunan, selanjutnya bagian petani diurus mandiri oleh petani tersebut.
Kebun perusahaan dinamankan kebun inti dan kebun petani dinamakan kebun
plasma yang dikelompokkan dengan petani lainnya dengan sistem hamparan
atau blok, dengan 1 hamparan luasanya berbeda-beda yang terdiri dari
beberapa petani.?

Setelah pembagian lahan petani plasma diwajibkan membayar

pengelolaan lahan sebesar Rp. 42.000.000,00 perkapling atau per 263 pohon.

®https://disbun.kalbarprov.go.id/

"Wawanara dengan Pak Y., Petani Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Desa Sungai Tapah
Kematan Belitang Hulu.
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Hasil panen (tandan buah segar) di wajibkan untuk dijual pada PT. Lyman
Agro Grup dan sistem pembayarannya adalah dari hasil panen di potong 30%
untuk melunasi hutang kredit tersebut untuk mendapatkan sertifikat lahan
perkebunan.” Menurut petani plasma, perusahaan sudah sangat diuntungkan
dengan 8 bagian yang didapatnya, apalagi setelah pembagian lahan petani
diharuskan mandiri mengurus kebun plasma miliknya dalam artian perusahaan
lepas tangan dalam hal perawatan kecuali perawatan jalan kebun. Sedangkan,
petani memiliki kewajiban untuk meneruskan pengelolaan lahan plasma
miliknya dan menjual tandabuah segar hasil panen ke PT. Lyman Agro Grup.'?

Seiring berjalan waktu, terdapat petani yang telah lunas membayar
biaya pengelolahan lahan dan ada juga yang belum lunas. Dikarenakan jarak
tempuh ke perusahaan mitra yang cukup jauh, petani yang sudah lunas
mengambil inisiatif untuk menjual hasil panen kepada tengkulak (jual
ditempat) atau menjual kepada perusahaan lain yang lebih dekat. Namun,
tindakan para petani yang telah lunas temyata diikuti oleh para petani sawit
yang belum lunas, dengan mengikuti petani sawit yang telah lunas untuk
melakukan penjualan kepada tengkulak atau ke perusahaan lain yang lebih

dekat. Ternyata, tindakan tersebut diikuti oleh petani yang belum. Sehingga

Wawanara dengan Buk S., Petani Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Desa Sungai Tapah
Kematan Belitang Hulu.

hid.



petani yang belum lunas tidak melanjutkan membayar biaya pengelolahan
lahan untuk mendapatkan sertifikat lahan tersebut.!!

Diketahui bahwa kewajiban petani plasma adalah membayar biaya
pengelolahan lahan yang telah dilakukan Perusahaan mitra dan menjual hasil
panen kepda pihak mitra yaitu perusahaan Kalimantan Bina Permai. Namun
kewajiban tersebut diabaikan oleh oleh petani plasma. Adapun yang menjadi
alasan para petani plasma mengabaikan kewajibannya adalah jarak tempuh
menuju pabrik pengelolahaan kelapa sawit terlalu jauh dan kondisi jalan yang
rusak parah. Dalam artian lain, bahwa perusahaan mitra juga mengabaikan
kewajibannya terhadap petani plasma. Karena diketahui bahwa salah satu
kewajiban perusahaan mitra adalah memperbaiki dan memelihara jalan
perkebunan!?

Kemitraan dalam menjalankan usaha, dapat berjalan lancar apabila
memenuhi harapan para pihak yang bemitra. Namun tidak semua hubungan
kemitraan berjalan dengan baik dan lancar. Maka dari itu terdapat beberapa
prinsip kemitraan yang harus dijaga yaitu: saling membutuhkan, saling

mempercayai, saling memperkuat saling menguntungkan.'® Kemitraan juga

seharusnya dibuat dalam perjanjian yang setidaknya berisi tentang hak dan

"Ibid.

12Wawancara dengan Pak Y., Petani Plasma perkebunan kelapa sawit Desa Sungai Tapah
Kecamatan Belitan Hulu

3Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.
20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 10



kewajiban para pihak yang bermitra secara jelas, teratur dan mengikat.'* Hal
ini sejajar dengan prinsip atau asas-asas pada Hukum Islam khususnya dalam
hukum kontrak atau hukum perjanjian Syariah.

Dalam hukum perjanjian syariah berlaku ketentuan yang apabila telah
melakukan akad atau kesepakatan, maka para pihak memiliki kewajiban yang
harus dilaksanakan, dikarenakan kewajiban tersebut adalah hak pihak lainnya'>
Tindakan para pihak dapat dinyatakan dengan perilaku ingkar janji, karena
melalaikan kewajibannya tethadap pihak lainnya. Ingkar janji atau cidera janji
merupakan sikap lalai atau tidak menjalankan apa yang diwajibkan padanya
sesuai dengan apa tertuang dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.!®
Akibat dari perbuatan ini biasanya dikenakan sanksi-sanksi berupa pembatalan
kontrak, ganti rugi, peralihan resiko bahkan membayar biaya perkara.!’

Diketahui bahwa banyak sekali permasalahan yang dapat timbul dari
sebuah hubungan kemitraan. Salah satunya adalah permasalahan mengabaikan
kewajiban yang peneliti paparkan diatas. Hal ini peneliti anggap sangat penting
karena berhubungan dengan masyarakat banyak. Karena dkhawatirkan, salah

satu pihak mengalami kerugian dan menimbulkan konflik bagi kedua belah

“Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebuanan, pasal 57 ayat (1)

15Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007))

hlm. 71.

180

16Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (WB), (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) him.

17 Abdul. R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 52



pihak dikemudian hari. Sedangkan dalam Islam, dilarang untuk mendatangkan
kerugian bagi diri sendiri dan orang lain.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas membuat
peneliti ingin mengetahui, mempelajari dan menganalisis tindakan para pihak
yang mengabaikan kewajibannya terhadap pihak lain dengan menggunakan
teori Hukum Islam khususnya dalam bidang fikih muamalah. Oleh karena itu,
peneliti tertarik melakukan pengkajian mendalam dengan judul penelitian
“Analisis Fikih Muamalah Pada Hubungan Kemitraan Inti Plasma

Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu .

B. Rumusan Masalah
1. Mengapa para pihak mengabaikan kewajibannya dalam hubungan
kemitraan inti-plasma pada perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Tapah
Kecamatan Belitang Hulu?
2. Bagaimana analisis fikih muamalah terhadap tindakan para pihak yang
mengabaikan kewajibannya dalam hubungan kemitraan inti-plasma

perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Menjelaskan mengapa para pihak yang berakad mengabaikan
kewajiban dalamhubungan kemitraan inti-plasma pada perkebunan

kelapa sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang



b. Menjelaskan bagaimana analisis fikih muamalah mengenai tindakan
para pihak yang mengabaikan kewajibannya dalam hubungan
kemitraan dengan pola inti-plasma pada perkebunan kelapa sawit di
Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu.

Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan keilmuan dan
memberikan manfaat sebanyak-banyanknya, serta menjadi bahan bacaan
untuk memahami tentang hubungan kemitraan inti plsama perkebunan
kelapa sawit. Diharapkan pula, bahwa hasil penelitian dapat
bersumbangsih untuk pengembangan ilmu terutama di bidang muamalah
dan kerjsama dibidang usaha perkebunan, serta menjadi panduan untuk

penelitian berikutnya dengan pembahasan yang terkait.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan, peneliti

menemukan sejumlah tesis, jurnal dan lainnya, yang relevan dengan topik

penelitian akan teliti. Peneliti mengetahui bahwa telah banyak penelitian yang

membahas mengenai hubungan kemitraan khususnya kemitraan dengan pola

inti-plasma. Namun, belum ditemukan karya ilmiah yang sama dan

perbedaannya peneliti paparkan sebagai berikut:

l.

Penelitian yang membahas permasalahan hukum pada suatu perjanjian inti
plasma perkebunan kelapa sawit dan tindakan notaris dalam menghadapi
perjanjian tersebut. Penelitian ini menjelaskan bahwa banyak terjadi

kecurangan yang dilakukan perusahaan, seperti pengabaikan terhadap



kewajiban parah pihak. maka dari itu perjanjian kemitraan sebaiknya dibuat
dihadapan notaris agar tercapainya asas keseimbangan dalam perjanjian.'
2. Penelitian yang meninjau penyimpangan pelaksanaan kemitraan dengan
pola inti plasma kelapa sawit pola KKPA dari aspek yuridis. dengan tujuan
buntuk mengetahui bagaimana kerjasama kemitraan inti plasma yang
memanfaatkan dana KKPA tersebut seharusnya dilaksanakan,
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja sama,
serta implikasi yuridis dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Pada
pelaksanaanya ditemukan perilaku-perilaku yang bertentangandengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena tidak adanya
transparansi dalam pelaksanaan kerjasama, serta tidak adanya pengaturan
mengenai sanksi yang jelas dan tegas bagi para pihak yang melanggar.
keadaan tersebut mengakibatkan tidak dapat dilunasinya utang kredit
KKPA kepada Bank, sehingga tanah milik para petani anggota yang
menjadi jaminan kredit KKPA terancam dieksekusi oleh bank.
Penyimpangan yang terjadi juga menyebabkan perjanjian kerjasama
kemitraan tersebut dapat dibatalkan oleh hakim dan berpotensi

menimbulkan gugatan dari masyarakat kepada pemerintah atas kerugian

yang dialaminya.'

'8Rudianto Salmon Sinaga, “Permasalahan Hukum dalam Perjanjian Inti Plasma pada
Perkebunan Kelapa Sawit dan Tindakan Notaris Dalam Menghadapi Perjanjian Kemitraan Inti
Plasma Dalam Perkebunan Kelapa Sawit di di PT. SHM dan Koperasi PGH ”, Tesis Universitas
Indonesia ( Juli 2011), hlm. 60

Gede Mahatma Yogiswara. W, “Tinjauan Y uridis Penyimpangan Pelaksanaan Kerjasama
Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Pola KKPA: Studi Kasus Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit



3. Penelitian yang membahas mengenai kinerja kemitraan perkebunan kelapa
sawit di wilayah Kuantan Singingi disimpulkan bahwa Penerapan
kemitraan Inti-Plasma perkebunan kelapa sawit di Kuantan Singingi belum
diterapkan secara seragam, masing-masing perusahaan menerapkan pola
kemitraan yang berbeda-beda, tidak ada pemerataan peran antara petani /
KUD dengan perusahaan, begitu pula dengan penerapan kemitraan tersebut
tidak sejalan dengan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Peran para
pemangku kepentingan pada pengembangan dan pengelolaan Inti-Plasma,
yaitu antara petani/KUD dan perusahaan belum mengaktualisasikan
persamaan peran yang menghasilkan informasi yang asimetris atau tidak
seimbang dan berpotensi menimbulkan praktik manajemen laba yang
merugikan petani / KUD.?

4. Penelitian yang membahas dampak program kemitraan pada perusahaan
Windu Nabatindo Lestari dalam skema KKPA yaitu program peningkatan
kesejahteraan petani plasma. Analisis yang digunakan adalah analisis
deskriptif dengan cara purposive sampling dari 60 petani plasma sebagai
responden. Teknik pengumpulan datanya mmenggunakan observasi dan
wawancara menggunakan kuesioner, serta analisis dokumen perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani plasma

KUD HastaKarya Bhakti, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah”, Tesis Universitas Gajah
Mada (2015)

20 ndra Agus Lukman, Munawar Ismail, Sasongko, Dwi Budi, “Plantation Partnership’s of
palm oil Performance in Kuantan Singingi Region ”, Jurnal The International Journal of Accounting
and Business Society, Vol. 27 : 2 (August 2019), hlm. 109
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pasca program kemitraan. Program kemitraan di perusahaan Windu
Nabatindo Lestari (WNL) dengan skema KKPA berdampak positif bagi
peningkatan kesejahteraan petani plasma. Frekuensi jumlah petani plasma
yang mengalami peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah program
KKPA adalah 83,3%.%!

Penelitian yang membahas evaluasi kemitraan inti-plasma pada replanting
perkebunan yang bertujuan untuk mengatahui kemitraan inti-plasma pada
saat pembukaan lahan, pemeliharaan sampai dengan pemanenan,
mengetahui sistem bagi hasil plasma dan mengetahui kemitraan inti-plasma
setelah hutang lunas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT. Sari
Lembah Subur akan memberikan dana bantuan atau modal kepada petani
plasma apabila petani plasma membutuhkan dana untuk keperluan lahan
mereka. Semua kegiatan di kebun plasma ada pembinaan dari perusahaan
yang di utus RC/GM, Estate manager, dan asisten untuk membina dan
mengawasi  kebun plasma sehingga dapat mengembangkan dan
menguntungkan kebun petani plasma. Hasil dari kebun petani plasma
nantinya akan di olah di pabrik perusahaan dengan harga produksi yang di

tetapkan oleh Disbun.?

Uindra Kurniawan, Olivia Elfatma, Subakho Aryo Saloko, Heri Setyawan, “Contribution

Of Oil Palm Partnerships To Increased Income Of Plasma Farmer at PT. Windu Nabatindo Lestari
(WNL)”, Jurnal Buletin Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Haluoleo, Vol. 23 : 1
(Februari 2021), hlm. 12-14

22Putra Ardiansyah Nasution, Sri Gunawan, Herry Wirianata, “Evaluasi Kemitraan Inti-

Plasma Pada Replanting Perkebunan Rakyat studi pada PT. Sari Lembah Subur Astra Agro
Lestari ”, pada jurnal AGROMAST, Vol.2 : 1 (April 2017), hlm 57
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6. Peneclitian yang membahas Performa model kemitraan intiplasma yang
dikelola secara penuh oleh perusahaan inti (full manage) PT. SIP sebagai
Perusahaan Inti dan KUD Krida Sejahtera sebagai representasi dari petani
plasma, secara teknis, financial dan kelembagaan dapat dikategorikan baik,
sebagai indikator kinerja kemitraan tersebut dari aspek teknis adalah rata-
rata produktivtas kebun plasma pada umur tanaman berkisar antar 16-21
tahun sebesar 24,85 ton TBS/ha/tahun. Pengembangan perkebunan kelapa
sawit rakyat melalui model kemitraan Inti-Plasma yang dikelola oleh PT.
SIP dan KUD Krida Sejahtera sebagai representasi petani plasma ini secara
umum memberikan dampak positif pada kesejahteraan bagi para petani dan
keluarganya serta masyarakat sekitar, yaitu terlihat dari kondisi perumahan
penduduk yang sebagian besar sudah memiliki rumah permanen,
kendaraan baik sepeda motor maupu mobil, tingkat pendidikan anak-anak
petani yang minimal tamat SLTP dan sebagian besar SLTA bahkan ada
sebgaian kecil yang lulus pendidikn tinggi. Indikator kesejahteraan
masyarakat lainnya adalah, khusus bagi yang beragaman Islam sudah
banyak patani dan kelauragnya yang telah naik haji atau umroh, atau
setidak-tidaknya telah menunggu untuk menunaikan ibadah ketanah suci
(haji).

7. Penelitian yang membahas payung hukum bagi petani kelapa sawit dalam

menjalankan kemitraan dengan pola inti plasma. Dari kajian ini, diketahui

BSuharno, Yuprin A.D., Trisna Anggreini, Model “Kemitraan Inti-Plasma pada
Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat yang dikelola Sepenuhnya oleh Perusahaan Inti (Studi pada KUD
Krida Sejahtera di Provinsi Lampung)”, Jurnal Agrienvi Vol 14 ( Juni 2020), him. 30-34
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bahwa payung hukum dalam kemitraan inti-plasma iniberdasarkan pada
klausul perjanjian kerjasama dengan berpijak pada pacta sunt servanda.
Untuk itu suatu perlindungan yang kuat dan dapat menyeimbangkan
kedudukan para pihak dibutukansuatu perjanjian kemitraan inti-plasma
bakukan dalamsurat dan dituangkan dalam akta Notaris.?*

8. Penelitian yang membahas peran koperasi pada kemitraan dengan pola inti-
plasma pada usaha perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan taraf
hidup masyarakat. Hubungan kemitraan inti-plasma pada perkebunan
kelapa sawit yang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat lokal tidak
berjalan dengan baik, sehingga masyarakat yang berprofesi sebagai petani
tidak mersakan dampak positif dari hubungan ini. dikarenakan terdapat
kekurangan  tersebut, petani sering dkondisi tidak menguntungkan.
walaupun terdapat payung hukum yang telah diatur oleh pemerintah.
Namun, pada hakikatnya kembali pada surat perjanjian kerjasama dalam
bentuk tertulis sesuai dengan PERMEN Pertanian No. 26 tahun 2007 yang
salah satu pasalnya mensyaratkan syarat formal. Pada pembuatan Surat
Perjanjian Kerjasama (SPK) Inti Plasma ini dibuat sepihak oleh perusahaan

tanpa melibatkan petani.?®

2*Muhammad Topan, Ifrani, M. Yasir Said, G.M. Raja Putra Perdana, “Perlindungan
Hukum Terhadap Petani Perkebunan Kelapa Sawit dalam Program Kemitraan Inti
Plasma”, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Vol. 5: 1 (April 2020), him. 38

ZMuhammad Topan, Ifrani, “Peran Koperasi Pada Program Kemitraan Inti Plasma
Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat” Jurnal Al’-Adl, Vol. XII
: 2 (Juli 2020), hlm. 267-269
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9. Penclitianyang mebahas pembuatan kontrak ini plasma, dijelaskan bahwa
pada pebuatannya diperlukan suatu kebjakanyang berisikan asas atau
prinsip dasar yang dibutuhkan dalam tahap pembuatan kontrak itu sendiri,
baik dari tahap pra-kontrak sampai pada pelaksanaannya.Selain itu, suatu
kontrak harus memuat syarat-syarat keabsahannya sesuai dengan Pasal
1320 BW supaya lahirlah keteraturan,keefisienan, dan proposional yang
baik dalam kontrak.Hal lainnya seperti memberikan kepastian hukum bagi
para pihak juga harus dipenuhi. Dikarenakan ketimpangan posisi antara
perusahaan dan petani, yang sering didapati pada kontrak pada
kemitraanyang dapat berdampak buruk bagi pelaksanaan yang dibuat
sehingga  menimbulkan sengketa di kemudian hari, maka
diperlukankejelasan baik posisi maupun lainnya. Keterlibatan pemerintah
juga diperlukan untuk pengawasan agar kontrak berjalan dengan baik.
Kemudian perusahaan maupun peerintah harus memberi penjelsan dalam
penerapan  aturan  dan = batasan = dalam  menjalankan  dan
mengoptimalisasikan kegiataan kemitraan dengan pola inti plasma.*®

10. Penelitian yang membahas pengelolaan pada sektor perkebunan kelapa
sawit dengan pola inti-plasma di PT. Bio Nusantara Teknologi yang
berkelanjutan dari aspek ekologi, ekonomi, teknologi dan infrastruktur,
hukum dan kelembagaan, serta sosial dan budaya,. Penelitian

menghasilkan data bahwa dari 5 aspek yang diteliti dinyatakan cukup

26Adinda Prisca Anugerah Puteri dan Faizal Kurniawan, “Pengaturan Kontrak Inti Plasma
Dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan Yang Patut Dan Adil”, Jurnal Yuridika Vol. 30 : 2 (Mei
2015), hlm. 198-199
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berkelanjutan, namun ada 3 aspek yang cukup berkelanjutan dalam aspek
ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, sedangkan 2 aspek lainnya seperti
teknologi-infrastruktur dan hukum-kelembagaan memiliki status kurang.
Pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya perlu membuat perbaikan
aturan yang tepat dengan mengutamakan faktor yang di anggap kurang
berkelanjutan. Pada penelitian ini, ditemukan faktor yang kurang tersebut
yaitu: pemberdayaan kelembagaan kelompok tani dan penggunaan bibit
kelapa sawit yang ungul®’

11. Penelitian yang membahasa mengenai program perpindahan penduduk
(transmigrasi) dengan pola pembiayaan kemitraan perkebunan inti rakyat
transmigrasi (PIR-Trans). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kemitraan
dengan pola PIR-Trans perkebunan tidak sesuai dengan perencanaan awal,
karena tidak adanya interaksi langsung anatar pihak bank, perusahaan dan
pihak petani plasma dalam pola pembiayaannya dan tidak adanya itikad
baik dari perusahaan sebagai pihak inti dalam melaksanakan kewajibannya,
sehingga petani plasma tidak menenerima hak yang seharusnya
didapatkannya, seperti pembayaran hasil panen dan konversi lahan
perkebunan. Ketiadaan sanksi dalam peraturan mengenai keharusan

menjalankan kewajiban dalan skemitraan ini adalah salah satu sebabnya.

YIskandar, Satria Putra Utama, Muhammad Faiz Barchia, “Analisis Keberlanjutan
Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti-Plasma Di PT. Bio Nusantara Teknologi Kabupaten
Bengkulu Tengah”, Jurnal Naturalis Vol 7 : 1 (Mei 2018), him 1-8.
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Sehingga, kemitraan PIR-Trans ini belum memenuhi asas yaitu asas
kepastian hukum, khusunya bagi petani plasma.?8

12. Penelitian yang membahas pengelolaan perkebun kelapa sawit di
Manokwari yang dipraktikkan oleh petani Arfak. Hasil Penelitian
menyimpulkan bahwa awal pengelolahan perkebun saat tanaman kelapa
sawit berumur dibawah 10 tahun, sistem pengelolahan perkebunan kelapa
sawit ialah dikelola pribadi, tenaga kerja dengan sistem dan kontrak
kepada petani yang berasal dari Jawa. Pada saat usia kelapa sawit lebih dari
10 tahun, sistem pengelolahannya bertransformasi menjadi kontrak dan
tidak dikelola. Sistem pengelolahan perkebun setelah kelapa sawit berusia
lebih dari 10 tahun tidak dikelola dengan baik dikarenakan bertambahnya
usia petani sehingga menyebabkan menurunnya kemampuan fisik untuk
bekerja dan berpikir, serta latarbelakang pendidikan para petani yang
relatifrendah. Hal tersebut menyebabkan parapetani tidakmampu menolak
usulan dari pihak laina untukmengeksploitasi perkebunan kelapa sawit
yang dimilikinya.?’

13. Penelitian yang membahas faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan
kemitraan dengan pola inti-plasma. Pada konsepnya kemitraan merupakan

suatu upaya untuk memberantas masalah perubahan bentuk bisnis yang

Dwi Nugrohandhini, “Kepastian Hukum Petani Plasma Pada Pola Pembiayaan Kemitraan
Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi”, Jurnal Litigasi, Vol. 19 : 2 (April 2018), hlm. 210-211

2 Amestina Matualage, Sunarru Samsi Hariadi, Paulus Wiryono, “Pengelolaan Kebun
Kelapa Sawit Dalam Pola Kemitraan Inti Plasma PTPN II Prafi Dengan Petani Suku Arf ak di
Manokwari, Papua Barat” Jurnal JSEP Vol 12 : 1 (Maret 2019), hlm. 27-28
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telah mengalami perubahan dari yang berorientasi pada pasar berubah
menjadi menitik berat pada konsumen. Namun dikarenakan banyaknya
kemitraan dengan pola inti- plasma yang berjalan belumberkeseimbangan
dan belum maksimal, oleh sebab itu penelitian menenai faktor-faktor
penentu untuk tercapainya kesuksesan dalam menjalankan kemitran
dengan pola inti-plasma sangat diperlukan. Dari hasil penelitian, terdapat
tujuah Critical Success Factordari lima faktor yang menjadi faktor kunci
keberhasilannya suatu kemitraan inti-plasma yaitu faktor kerjasama,
komunikasi, kepercayaan, dan komitmen, serta hubungan nilai.>

14. Penelitian yang membahas pelaksanaan yang pola kemitraan perkebunan
antara PT. Ramajaya Pramukti dengan petani plasma dan persepsi petani
plasma terhadap pola kemitraan perkebunan yang dijalankan perusahaan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pola kemitraan yang dilaksanakan
PT. Ramajaya Pramukti adalah pola PIR-Trans. Kedua, Pengetahuan dan
persepsi petani terhadap pola kemitraan PIR-Trans yang dijalankan
perusahaan tergolong baik. Ketiga, Tanggapan petani plasma terhadap
peralihan pola kemitraan dari PIR-Trans menjadi Kemitraan Inti Plasma
KKPA (Full Manage) yaitu 90 % setuju dan 10 % tidak setuju. Keempat,
tujuan program kemitraan PIR-Trans antara PT. Ramajaya Pramukti

dengan petani plasma secara keseluruhan dapat tercapai, karena keduabelah

30Revy Ardiansyah, Hilmi Aulawi, “Identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan
polakemitraan inti plasma”, Jurnal Kalibrasi Vol. 17 : 2 (Juni 2019), hlm. 1-9
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15.

16.

pihak mampu melaksanakan dan memenuhi hak dan kewajibannya dalam
perjanjian kemitraan.®!

Penelitian yang membahas kemitraan dengan pola inti-plasma yang yang
dipraktikkan oleh petani kelapa sawit dan dua perusahaan yaitu PT. Kaltim
Hijau Makmur dan PT. Kutai Agro Lestari. Praktiknya petani berperan
sebagai tenaga kerja dan penyedia lahn, adapun peran perusahaan ialah
menyediakan sarana untuk produksi seperti pupuk dan bibit serta
memberikan kepastian berupa pasarpenanpunghasil panen para petani
plasma. Di desa Sambung Kecamatan Bentian penghasilan petani plasma
rata-rata berkisar Rp. 121.992/ha. Penghasilan petani plasma kelapa sawit
di Desa Suakong rata-rata berkisar Rp. 1.264.042/ha. Penghasilan di desa
Sambung lebih tinggi dibanding desa  Suakong dikarenakan jalan
perkebunan yang rusak dan jarak yang jauh sekitar 40 km sehingga biaya
transportasi yang harus ditanggung petani Suakong sangat mahal.*?
Penelitian yang membahas mengenai sistem kerjasama dalam
pengelolahan lahan pertanian yang dipraktikkann oleh para petani di Desa
Temu, Bojonegoro. Jika berdasarkan fikih muamalah, sistem kerjasama
penggarapan lahan pertanian yang dipraktikan oleh para petani di Desa

Temu tidaklah bertentangan dan telah sesuai dengan kaidah fikih

31 M. Khalifatul Ardhil, Danang Manumono, Rupiat Martini, “Pola Kemitraan di

Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus di PT. Ramajaya Pramukti Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar,

Riau)”, Jurnal MASEPI Vol.3 : 1 (April 2018), him. 13-26

Ndan Imang, Siti Balkis, dan Maliki, “Analisis Implementasi Pola Kemitraan dan

Pendapatan Petani Plasma Kelapa Sawit di Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat
Provinsi

Kalimantan Timur”, Jurnal Pertanian Terpadu Vol. VII : 1 (Maret 2017), him 120
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muamalah. Dilihat dari praktiknya dapat digolongkan pada akad kerjsama
yang sah, karena telah terpenuhinya rukun dan syarat muamalah. Kedua
belah pihak telah menjalankan prinsip muamalah yaitu dengan saling rela
dan adanya manfaat yang diperoleh dari kerjasamanya, juga merupakan
kebiasaan masyarakat (‘urf) yang sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak
mengandung madharat 3

17. Penelitian yang membahas mengenai perjanjian kemitraan dengan pola
inti-plasma pada perkebunan kelapa antara PT. Boswa Megalopolis dan
masyarakat dari aspek yuridis. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa
Perjanjiandalam kemitraan perkebunan dengan pola inti-plasma yang
dilakukan oleh PT. Boswa Megalopolis dan Masyarakat di Kabupaten
Aceh Jaya telah sesuai dengan Keputusan Mentri Pertanian dan Peraturan
Mentri Pertanian. Namun, terdapat kewajiban yang belum terpenuhi
oleh perusahaan sebagai perusahaan mitra yaitu kewajiban untuk
memberikan = pembinaan kepada masyarakat. Kemudian, ditemukan
kelemahan dari Keputusan Mentri Pertanian dan Peraturan Mentri
Pertanian yaitu dizinkannya perjanjian dibuat dibawah tangan dan tidak
dijelaskannya dengan rinci pedoman pelaksanaan kemitraan serta tidak
adanya peraturan kejelasan mengenai berbagai persyaratan yang harus
terpenuhi oleh para pihak sebelum melaksanakan hubungan kemitraan.

Payung hukum langsung yang melindungi masyarakat dalam

33Beny Septyliyan Primada, Irham Zaki, “Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan
Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Figh Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor,
Kabupaten Bojonegoro)”, Jurnal JESTT Vol. 2 : 11 (November 2015), him. 967
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18.

19.

perjanjiankemitraan usaha perkebunan dengan pola inti-plasma di
Kabupaten Aceh Jaya, ialah melalui peraturan perundang-undangan
berupa pengawasan, pembinaan dan  konsultasi  bisnis perkebunan
dan payung hukum tidak langsung berupa perjanjian kemitraan. 3
Penelitian yang membahas mengenai peninjauan sistem kemitraan bagi
hasil dari lahan perkebunan plasma sawit dari perspektif hukum Islam.
fokus pada penelitian ini ialah tidak adanya kepastian dalam pemberian
letak lahan plasma yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian
menyimpulkan bahwa pola kerjasama pada perkebunan sawit yang
ditelititermasuk pada akad mukhabarah, yang bentu kerjasamanya
dipraktikkan oleh pemilik lahan dan pengola kebun. Dari rukun dan syarat
yang harus dipenuhi terdapat beberapa yang belu terpenuhi, salah satu
syarat yang belum terpenuhi tersebut ialah pada tanah yang akan ditanami
kelapa sawit tidak memiliki kepastian letak. Ketidakpastian dari letak ini
yang mengakibatkan kurang sempurnanya akad mukhabarah ini.*®
Penelitian yang membahas Kerjasama pola inti-plasma yang dilaksanakan
oleh PT. Ciomas Adisatwa. Pihak inti ialah perusahaan yang berkewajiban

menyuplai DOC, obatan-obatan dan pakan sebagai sarana produksi.

Sedangkan pihak plasma yaitu peternak menyediakan kandang dan

3*Muhammad Milsa , “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pola Kemitraan Perkebunan Kelapa

Sawit Inti-Plasma Antara PT. Boswa Megalopolis dengan Masyarakat (Suatu Penelitian di
Kabupaten Aceh Jaya), Jurnal Premise Law Journal Vol. IV : 1 (April 2015), hlm. 17-18

35 Ramadhani Alfin Habibie, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi

Hasil dari Lahan Plasma Sawit”, Jurnal Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 10 : 1 (Tahun
2019), hlm. 109-110
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peralataan lainnya yang diperlukan. Apabila pada masa pemeliharaan,
petemak mengalami gagal panen, maka para pihak petemak harus
menanggung kerugian berupa tenaga dan biaya yang dikeluarkan seperti
biaya listrik dan lainnya. Dari perspektif ekonomi Islam, kerjasama yang
dipraktikkan oleh perusahaan dan peternak ini, diperbolehkan dalam Islam.
Namun, dalam kerjasamnyaa diharuskan menunjung prinsip saling
membantu dan membutuhkan, serta saling menguntungkan diantara para
pihak yang telah melaksanakan kerjasama. 3
20. Penelitian yang membahas Kerjasama dengan sistem bagi hasil yang
dipraktikkan di desa Brakas dengan berdasarkan kata sepakat secara lisan
dan saling mempercayai tanpa ditetapkan jangka waktu dan tidak adanya
saksi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui sistem bagi hasil dari
kerjsama yang diprakitkan di Desa Brakas, untuk mencari tahu alasan
melakukan bagi hasil dan bagaimana kesesuaian sistem kerjasama ini jika
dilihat dari akad mukhabarah. Penelitian ini menemukan bahwa pemilik
lahan dan petani penggarap lebih memilih bagi hasil daripada sewa,
kerjsama ini dikenal masyarakat dengan nama maro. Pada prakitknya,
kerjasama bagi hasil di Desa Brakas ini merupakan pengaplikasian akad

mukhabarah dalam hukum Islam, namun dalam pelaksanaannya belum

3%Abdul Hamid dan Aris, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha
Petemnakan Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap”, JURNAL DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 17 : 2 (Desember 2019), hlm. 259-260
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memenuhi dan sesuai dengan konsep Islam yang ada, dikarenakan ada
beberapa hal yang menjadikannya tidak sempurna.’’

Berdasarkan penelitian terdahulu yang peneliti paparkan diatas,
diketahui bahwa telah banyak yang membahas mengenai kemitraan inti plasma
perkebunan kelapa sawit. Namun setelah menelaah, peneliti belum
menemukan penelitian yang membahas sepenuhnya mengenai permasalahan
wanprestasi pada hubungan kemitraan inti-plasma perkebunan kelapa sawit
khususnya di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu yang kemudian
dianalisis dengan pendekatan sosiologis hukum dengan menggunakan teori

dalam fikih muamalah.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini merupakan penelitian yang berpusat pada akad perjanjian
kerjsama usaha perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan pola kemitraan
inti plasma. Diketahui bahwa, Kemitraan inti plasma merupakan pola
kemitraan yang dalam pelaksanaannya Usaha Besar berkedudukan sebagai inti,
yang memiliki peran sebagai penyedia input, pembeli hasil produksi plasma
dan melakukan proses produksi menghasilkan komoditas tertentu, sedangkan
UMKM berkedudukan sebagai plasma, yang berperan sebagai pemasok atau

penyedia, menjual atau menghasilkan barang maupun jasa yang diperlukann

3Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto, Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad
Mukhabarah, jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 3, Nomor 1, Maret 2020,
hlm. 45
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oleh pihak inti.*® Hubungan kemitraan dengan pola inti plasma dalam usaha
perkebunan kelapa sawit ini, merupakan sebuah pengkajian berbentuk
sosiologi hukum yang membahas mengenai perilaku wanprestasi yang
dilakukan oleh para pihak yang berakad. Maka dari itu, peneliti memilih teori
kepatuhan hukum untuk menjawab permsalahan sebab dan akibat hukum yang
timbul dari perilaku subjek yang diteliti. Adapun teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teori kepatuhan hukummilik sajipto Rahardjo dan Achmad
Ali.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa kepatuhan hukum dapat dikaji
dari perspektif instrumental dan normatif. Jika dilihat dari perspektif
instrumental, kepatuhan tergantung pada kemampuan hukum untuk
membentuk perilaku patuh itu sendiri dan hal itu berhubungan dengan adanya
insentif dan adanya hukuman. Sedangkan, Perspektif normatif berhubungan
dengan keyakinan rakyat akan adanya keadilan dan moral yang termuat dalam
hukum, kendati hal itu bertentangan dengan kepentingannya sendiri.*’

Menurut Achmad Ali mengartikan konsep kepatuhan hukum
berdsarkan konsep H.C. Kelman bahwa sikap patuh dapat dibedakan
kualitasnya dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Compliance, yaitu kepatuhan yang didasarkan untuk menghindarkan diri
dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar

ketentuan hukum.

3Peraturan pemerintah RI Nomor 44 tahun 1997 Pasal 27 ayat (1)

¥Satjipto Rahardjo. Sosiologi Hukum, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 203
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2. ldentification, yaitu menaati kaidah hukum agar terjaga sertaada hubungan
baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah
kaidah hukum tersebut.

3. Internalization, yaitu seseroang mematuhi kaida-kaidah hukum
dikarenakan secara intrinsik kepatuhan mempunyai imbalan, yang isinya
sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan.*’

Dari dua pendapat para ahli dalam teori kepatuhan hukum maka dapat
disimpulkan bahwa kepatuhan hukum berkaitan erat dengan moral warga
dalam suatu komunitas sosial, dimana para warga memiliki hak untuk mentaati
atau tidaknya suatu hukum. Sebagaimana permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini yaitu pelanggaran terhadap perjanjian kerjsama yang telah
disepakati diawal perjanjian. Dimana pengabaian kewajiban (wanprestasi)
yang di lakukan oleh para pihak yang berakad dalam perjanjian kerjsama dalam
usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang
Hulu dengan pola kemitraan inti plasma. Dengan teori kepatuhan hukum ini,
maka perilaku para pihak yang berakad tersebut dianalisis berdasarkan alasan
yang diberikan oleh para pihak yang menjadi objek penelitian.

Kemudian, sebagai teori pendukung dari teori utama dalam penelitian
ini, peneliti menggunakan salah satu al-gawa 'id al-fighiyyah tentang keadaan
darurat dalam Islam. Dakam buku, Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa

darurat adalah suatu keadaan bahaya atau kesulitan yang bersangatan yang

40 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial
Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), (Jakarta : Kencana, 2009), hlm.
347-348.
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menimpa diri seseorang yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan
atau penyakit terhadap jiwa, anggota badan, kehormatan, sehingga ketika itu
untuk mengatasinya dibolehkan melakukan yang haram atau meninggalkan

yang wajib.**Sebagaimana kaidah fikih berikut:

A2l

“Kemudharatan harus ditinggalkan”

Wahbah Zuhaily mendefinisikan darurat sebagai datangnya kondisi
bahaya atau kesulitan yang amat berat yang menimpa manusia, yang membuat
kekhawatiran akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakitkan jiwa,
anggota tubuh kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya. Maka
diperbolehkan jika tidak ada jalan lain kecuali mengerjakan yang diharamkan
ataumeninggalkan yang diwajibkan ataumenunda waktupelaksanaannya guna
menghindari kemudaratan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama

tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan.*?

4'Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam Jilid 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru
Van Hoeve, 1994), him. 293

“Wahbah al-Zuhaili, Nazariyah al-darurah al-Syar iyyah Mugarannah Ma’al- Qanun al-
Wad'’l, (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), him. 67-68.
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F. Metode Penelitian

1.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

a.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Bogdan
dan Taylor mengartikan metodologi kualitatifsebagai metode penelitian
untk mendapatkan data yang sifatnya deskriptif berupa lisan maupun
tulisan dari perilaku yang dapat dilakukan pengamatan.** Metode
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai tindakan
para pihak yang mengabaikan kewajibannya terhadap pihak lainnya
pada hubungan kemitraan inti plasma pada perkebunan kelapa sawit di
desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau.

Jika dilihat dari sumber yang diteliti, penelitian ini yaitu jenis
field research atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan
jenis penelitian yang dilaksanakandengan melakukan pengamatan
secara langsung dengan berdasarkankenyataan yang ada dilapangan
yang menjadi lokasi penelitian.** Instrumen untuk memperoleh data di
lapangan penulis paparkan sebagai berikut:

1) Jenis Data
Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data

primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang

“Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya,

2001), him. 5.

hlm. 92.

#“Ronny Hanityo Sumitro, Metodologi Penelitian hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985),
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didapatkan langsung dari informan ataupun narasumber yang
berkaitan dengan masalah yang teliti. Sedangkan, data sekunder
merupakan data yang didapatkan dari buku (kepustakaan), arsip,
kantor maupun data yang diberikan oleh pihah lainnya yang
kaitannya dengan objek dan tujuan dari penelitian.*> Data sekunder
dalam penelitian yang dilakukan, diperoleh melalui bahan hukum
primer yaitu buku-buku terkait hukum perjanjian syariah, akad
kerjasama dalam bidang perkebunan dan buku terkait kemitraan inti
plasma, serta melalui bahan hukum sekunder yaitu penelitian-
penelitian terkait sebelumnya, jurnal dan tulisan-tulisan ilmiah
lainnya.
2) Lokasi penelitian
Lokasi yang menjadi tempat pengumpulan data penelitian
dilaksanakan di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu
Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat.
3) Subjek penelitian
Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah:
a) Pihak Plasma
Pihak plasma merupakan Petani plasma di Desa Sungai

Tapah. Peneliti akan mencari informan dari beberapa Ketua

4“Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), him. 58.
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KTH (Kelompok Tani Hamparan) pada perkebunan kelapa sawit
di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu.
b) Pihak Plasma

Pihak Plasma merupakan Perusahaan mitra yaitu PT.
Kalimanta Bina permai yang merupakan perusahaan dibawah
naungan PT. Lyman Agro Grup yang bertugas memanajemen

kemitraan inti plasma di Kecamatan Belitang Hulu.

b. Pendekatan Penelitian

Penulis mengunakan pendekatan sosiologis hukum. Sosiologis
hukum berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto merupakan salah satu
cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analatis dalam
mempelajari mauapun menganalisa antara interaksi sosial berupa
hubungan di masyarakat dan hukum dengan gejala-gejala
lainnya.**Sedangkan menurut Salim HS., sosiologi hukum didefiniskan
sebagai teori yang mengkaji hubungan antara kaidah hukum dan
kenyataannya dalam kehidupan masyarakat. Hubungan tersebut maka
ini dapat dipelajari dari dua sisi, yaitu: dengan menerangkan kaidah
hukum berdasarkan kenyataan dalam kehidupan masyarakat atau
menjelaskan kenyataan dalam kehidupan masyarakat dari sudut kaidah-

kaidah hukum.*’

46 Fithriatus Shaliah, Sosiologi Hukum, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 4

47 H. Salim, Perkembangan Teori Dalam IImu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2010), hlm. 65
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Berdasarkan pemaparan diatas, data empiris dari penelitian
sosiologis hukum yang didapat dari alas an para pihak mengabaikan
kewajiban terhadap pihak lainnya pada hubungan kemitraan inti plasma
di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu, kemudian dianalisis
menggunakan teori hukum kepatuhan hukum milik sajipto Rahardjo dan
Achmad Ali, yang didukung dengan teori dari salah satu al-gawa 'id al-

fighiyyah yaitu teori darurat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data

yang berkaitan dengan penelitian dengan melakukan pencatatat atas

peristiwa, karakteristik-karakteristik maupun keterangan-ketarangan

secara menyeluruh atau sebagian dari elemen populasi yang akan diajikan

penunjang ataupendukung dalam penelitian.**Terdapat beberapa cara atau

metode pengumpulan data yang akan peneliti gunakan, yaitu:

a.

Wawancara, yaitu cara mengumpulkan data dengan menggunakan
sistem tanya jawab, yaitu penanya atau pewawancara memberikan
pertanyaan kepada subjek penelitian secara langsung, dan jawaban-
jawaban dicatat aau direkam.*

Observasi, yaitu proses pencatan, proses memilah dan pengubahan,

serta pengodean atas prilaku dan suasana yang berkaitan dengan

91.

“8Susiadi, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), him.

¥Susiadi, Pengantar Metodologi Riset Sosial, him. 107.
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kegiatan observasi, sesuai dengan yang ingin dicapai yaitu data yang
diperoleh bersifat fakta atau empiris.>® Observasi dilakukan untuk
memamparkan sutau gambaran yang bersifat realistis atau nyata
mengenai perilaku ataupun peristiwauntuk menjawab suatu pertanyaan
dan membantu memahami perilaku informan atau responden.’!

c. Dokumentasi, yaitu metode atau pengumpulan data secara tidak
langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun berbentuk
dokumen.>> Dokumentasi disni ialah foto-foto saat pengambilan data
dilapangan.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara memecahakan dan
menguraikandari keseluruhan data yang didapat menjadi komponen-
komponen dan atau bagian-bagian yang ukurannya lebih kecil.**> Setelah
proses pengumpulan data selanjutnya data yang diperoleh akan diolah
menggunakan pendekatan sosiologis hukum yang akan menghasilkan data
empiris yang sifatnya deskriptif (gambaran penjelasan sesuai kenyataan dan
sistematis). Dari data empiris, kemudian akan diambil sebuah kesimpulan
yang akan dijadikan jawaban atas pertanyaan dan permasalahanpenelitian

yang diteliti dengan pendekatan deduktif.

YIbid., hlm. 114

SIMuh. Fitrah, Luthfiyah, Metdologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan
studi Kasus, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 73.

32 Susiadi, Pengantar Metodologi Riset Sosial, hlm. 115

%3Ibid. him. 81.
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G. Sistematika Penulisan

Adapun sistemka penulisan tesis, peneliti bagi menjadi bagian, yaitu
bagian awal, tengah dan akhir. Pertaman, bagian awal atau depan berisi :
halaman judul, abstrak,surat pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman
motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, beserta lampiran-
lampirannya. Kedua, bagian tengah yang merupakan isi dari tesis ini dibagi
menjadi lima bab dan beberapa sub-sub pembahasan sebagai berikut:

Pertama, bab I yang berjudul pendahuluan. Pendahuluan ini diawali
dengan latar belakang masalah penelitian yaitu sebab ketertarikan penelitian dan
penjelasan mengenai permasalahan mengenai hubungan kemitraan inti plasma
pada perkebunan kelapa swait di Desa Sungai Tapah. Kemudian dari latar
belakang masalah maka akan dilakukan perumusan masalah, tujuan dan manfaat
peneliti. Setelah itu, dipaparkan hasil penelurusan karya ilmiah terdahulu yang
berkaitan dengan masalah yang dikaji. Kemudian dipaparkan pula kerangka teori
untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah penelitian.

Kedua, Bab Ilini merupakan uraian dari kerangka teori pada bab
sebelumnya.pada bab ini memaparkan mengenai tinjauan umum konsep
kemitraan inti-plasma, wanprestasi, akad dan akad kerjsama dalam bidang
pertanian serta konsep darurat dalam muamalah

Ketiga, Bab Il memaparkan data mengenai gambaran umum dan data
hasil temuan di lapangan. Pada bab ini akan di paparkan mengenai gambaran

umum lokasi penelitian, sejarah singkat dan data hasil temuan yang berkaitan
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dengan hubungan kemitraan inti-plasma pada perkebunan kelapa sawit di Desa
Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu.

Keempat, Bab IVini membahas tentang hasil penelitian yang sesuai
dengan judul yang diangkat, dalam bab ini memuat deskripsi dan analisis terkait
datapenelitian.Kelima,Bab V ini adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan

saran-saran dari seluruh rangkaian penelitian.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai
wanprestasi yang terjadi pada hubungan kemitraan inti plasma pada
perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Tapah Kecamatan Belitang Hulu
dilihat dari prespektif fikih muamalah, peneliti menemukan bahwa:

1. Alasan para pihak mengabaikan kewajibannya terhadap pihak lain adalah
pertama, alasan dari petani plasma mengabaikan kewajibannya terhadap
pihak mitra (perusahaan inti) ialah dikarenakan jalan perkebunan menuju
pabrik CPO perusahaan inti (tempat penjualan hasil panen kelapa sawit)
rusak parah dan jarak tempuhnya dapat mencapai 3-4 hari dengan kondisi
jalan yang rusak. sehingga saat hasil panen sampai di pabrik CPO telah
membususk, yang menyebabkan hasil panen di tolak oleh pabrik dan
dikembalikan kepada petani.Kedua, alasan dari perusahaan mengabaikan
kewajibannya adalah kurangnya alat untuk memperbaiki jalan dan
luasnya area perkebunan menyebabkan banyak lokasi yang harus
diperbaiki. Jalan perkebunan khususnya di Desa Sungai Tapah yang
memiliki lokasi jauh dari jalan utama (jalan poros) kesulitan untuk
menjangkau lokasi. Hal ini menyebabkan, perusahaan seolah-olah
mengabaikan jalan perkebunan di Desa Sungai Tapah. Berdasarkan

sosiologi hukum tentang kepatuhan hukum, bahwa ketidakpatuhan yang
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terjadi diantara para pihak terjadi dikarenakan tidak adanya sanski yang
diterapkan bagi pelanggarnya.

Dilihat dari akad yang digunakan, kemitraan inti plasma tergolong pada
akad tidak bernama (al- ‘agd gair al-musamma). Namun, pada kemitraan
inti-plasma ini para pihak tidak mejalankan kewajibannya sebagaimana
perjanjian awal. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, wanprestasi
yang telah diakukan oleh para pihak telah bertentangan dengan asas-asas
dalam hukum perjanjian syariah. Namun, berdasarkan kaidah fikih
terdapat flekibilitas yaitu dimana suatu yang tidak diperbolehkanmenjadi
boleh hukummnya dalam kedaan darurat. Dikarenakan, apabila petani
plasma menjual hasil panen kepada perusahaan, maka petani plasma
tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, karena harus
menanggung kerugian karena pengembalian hasil panen yang telah
membusuk tanpa mendapatkan uvang dari hasil panen. Untuk itu, petani
plasma berinisiatif menjual hasil panennya kepada tengkulak atau
perusahaan lain yang lebih dekat. Hal ini, diperbolehkan oleh hukum
syara’, sebagaimana kaidah fikih fikih adh-dhararu yuzalu. Dalam

keadaan darurat suatu kewajiban boleh ditinggal untuk menolak kesulitan,

namun tidakdiperbolehkan melampaui batas atau hanya sekedarnya.
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B. Saran-Saran
1. Saran untuk Petani Plasma
Petani plasma hendaklah melaksanakan kewajibannya kepada pihak
mitra (perusahaan inti). Jikapun tidak melakukan penjualan hasil panen
kepada perusahaan inti dikarenakan kondisi jalan perkebunan, setidaknya
petani plasma tetap membayar biaya pengelolahan lahan kepada perusahaan
inti dengan datang ke langsung ke kantor PT. Kalimantan Bina Permai.
Dikarenakan setelah membayar kredit lahan tersebut petani plasma jiga
mendapatkan manfaat yaitusertifikat lahan yang dapat dipergunakan diwaktu
mnedatang.
2. Saran untuk Perusahaan Inti
Perusahaan inti seharusnya melakukan kewajibannya dengan merawat
jalan perkebunan menuju pabrik CPO dengan baik, sehingga petani plasma
dapat menjual hasil panenya ke pabrik CPO milik perusahaan inti. Dan
perusahaan inti juga seharusnya menyiapkan penyelesaian untuk kasus
seperti ini tanpa membiarkannya berlarut-larut.
3. Saran untuk Peneliti
Kepada peneliti selanjutnya, saya menyarankan apabila ingin mengkaji
suatu hubungan kemitraan seperti ini, sebaiknya peneliti melakukan
penelitian dengan mencari dan mentelaah penelitian-penelitian terdahulu
yang berkaitan dengan hubungan kemitraan dan masalah yang akan diteliti

untuk mencari ruang (gate) yang belum di teliti oleh peneliti sebelumnya.
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